
BAB III 

PENUTUP 

 

A.   KESIMPULAN 

1.   Setelah dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, 

diperoleh data bahwa faktor-faktor yang menyebabkan narapidana residive 

melakukan tindak kejahatan lagi yang paling mendasar adalah karena 

faktor pelatihan kerja yang diberikan selama menjalani pembinaan dalam 

lembaga pemasyarakatan kurang sesuai dengan karakteristik, minat dan 

keinginan mereka atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 

kondisi di masyarakat. Selain faktor tersebut, juga terdapat faktor-faktor 

yang antara lain faktor ekonomi, karena mereka kesulitan untuk 

mendapatkan pekerjaan, faktor pergaulan setelah narapidana residive 

keluar dari lembaga pemasyarakatan, adanya stigma jahat yang 

berkembang dalam masyarakat tentang para narapidana sehingga mereka 

dikucilkan.  

2. Pembinaan terhadap narapidana residive di lembaga pemasyarakatan, pada 

dasarnya diberikan sama tanpa membedakan-bedakan dengan narapidana 

umum yang lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan 

terhadap narapidana residive dilakukan dengan pengawasan yang lebih 

ketat dan dengan perhatian yang lebih. Hal ini dilakukan karena pada 

pembinaan yang pertama dirasa kurang, sehingga dilakukan pembenahan 

agar narapidana residive setelah selesai menjalani pembinaan yang kedua, 

 

 



tidak melakukan atau mengulang tindak kejahatan lagi. Selain itu, juga 

diberikan program pembinaan kepribadian, antara lain program kesadaran 

beragama, program kesadaran berbangsa dan bernegaram, kemampuan 

intelektual, kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri 

kedalam masyarakat. Selain itu juga diberikan program pembinaan 

kemandirian antara lain keterampilan usaha mandiri, keterampilan usaha 

industri, keterampilan usaha kecil, dan keterampilan sesuai bakat masing-

masing. Namun hal ini perludiadakan pembenahan, karena pembinaan 

yang diberikan kepada narapidana residive haruslah secara personal agar 

pembinaan tersebut dapat diterima dengan baik. 

3. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah minimnya 

anggaran untuk tercapainya pelaksanaan pembinaan, kurangnya tenaga 

pembina atau pembimbing, minimnya peralatan-peralatan untuk 

menunjang program pembinaan kemandirian, bentuk bangunan dari 

Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung karena merupakan 

peninggalan jaman Hindia Belanda. 

B.  SARAN 

1.  Dalam usaha untuk keberhasilan proses pembinaan narapidana residive, 

dibutuhkan kerjasama dari 3 pihak, yaitu dari narapidana itu sendiri, dari 

petugas pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam lembaga 

pemasyarakatan, dan juga masyarakat sebagai tempat dimana narapidana 

itu hidup dan bersosialisasi setelah selesai dan keluar dari Lembaga 

 

 



Pemasyarakatan. Tanpa itu tujuan dari proses pembinaan tidak akan 

tercapai. 

2. Negara juga berperan penting dalam usaha pencegahan residive, yaitu 

dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga membantu 

perekonomian narapidana yang telah keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan. Hendaknya, sarana dan prasarana yang mendukung untuk 

keberhasilan proses pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan 

dilengkapi, agar tujuan dari proses pembinaan dapat tercapai. 

3. Hendaknya dalam proses pembinaan dalamLembaga Pemasyarakatan, 

pembinaan terhadap Residive dilakukan dengan perhatian lebih dan lebih 

secara personal, sehingga dapat diketahui pembinaan yang bagaimanakah 

yang sesuai dengan karakteristik dari narapidana tersebut yang tentu saja 

hal ini membutuhkan petugas pembinaan yang lebih. 
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